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ABSTRAK 
 
Hukum Administrasi Negara merupakan suatu perangkat aturan yang 
memungkinkan AdministrasiNnegara melaksanakan fungsinya, yang juga sebagai 
pelindung warga Negara terhadap perbuatan tindak Administrasi Negara dan 
sebagai pelindung Administrasi Negara itu sendiri. 
Penelitian Hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan 
apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian Hukum deskriptif. Jenis 
data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan 
data yang digunakan meliputi: wawancara, observasi, kepustakaan dan baik 
berupa buku buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan 
sebagainya. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
proses implementasi E-KTP di Kabupaten Bulukumba. (2) Apa yang menjadi 
kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukumba. Penelitian 
ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi E-KTP di 
Kabupaten Bulukumba. (2) Untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan 
E-KTP di Kabupaten Bulukumba. 
Metode penelitian yang diginakan dalam penelitian ini adalah : penelitian 
kualikatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah : (1) Metode wawancara (2) Metode dokumendasi (3) Metode 
observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-KTP belum 
dilaksanakan secara optimal, seperti sebagaimana mestinya masyarakat yang 
seharusnya ditargetkan memiliki E-KTP sebagai kelengkapan data diri masing-
masing. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan peraturan daerah Kabupaten 
Bulukumba no 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bulukumba, setiap Penduduk 
mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta memperoleh 
pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan kepastian 
hukum atas kepemilikan dokumen tetapi pengadaan E-KTP terhenti dan saat ini 
masyarakat hanya memakai surat keterangan sementara yang berlaku selama 6 
bulan setelah pengurusan. Otomatis implementasi pendaftaran penduduk 
mengalami pengunduran atau kegagalan kependudukan karena sistem 
pelaksanaannya tidak terlaksana. Khususnya pengadaan E-KTP. Jadinya hanya 
ktp yang dulunya kertas sekarang plastik (kepingan) hanya itu saja, dimana dalam 
bentuk kepingan saat ini pun tidak terlaksana juga karena tidak adanya blanko. 
Dan faktor yang mempengaruhi Implementasi pelaksanaan E-KTP yang 
dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bulukumba 
belum mampu mewujudkan Tertib Admnistrasi, belum sepenuhnya berjalan 
dengan baik diantaranya karena adanya faktor hukum, faktor Penegak Hukum, 
faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan 
perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia 
adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh 
makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Seiring dengan 
bertambahnya usia, kemudian secara otomtis bertambah juga jumlah dan jenis 
kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. 




Dalam sejarah manusia, hukum telah menjadi perjalanan yang panjang bagi 
peradaban umat islam di dunia. Pada konteksnya, Hukum merupakan skema yang 
final, melainkan berubah bentuk seiring dengan perkembangan pola fikir dan 
perilaku sosial masyarakat. 
Dinamika Hukum akan terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya 
perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan terjadinya perubahan sosial dalam 
masyarakat yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat ditolak, perubahan akan 
berlansung secara cepat atau secara evolusi ataupun revolusi. Hal itu berarti, 
hingga awal abad ke-21 dunia masih terus mengalami perubahan dalam berbagai 
bidang yang akan mengakibatkan berlanjutnya proses transformasi global, 
khususnya dibidang Hukum. 
Hukum ada pada setiap masyarakat, baik primitif maupun masyarakat modern. 
Oleh karna itu, keberadaan Hukum bersifat universal sehingga Hukum tidak dapat 
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dipisahkan dari masyarakat, keduanya memiliki hubungan timbal balik. Hukum 
memiliki tiga peranan utama dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana pengadilan 
sosial, mengendalikan permasalahan ekonomi dan sebagai sarana untuk 
menciptakan keadaan tertentu. 
Oleh karna itu, salah satu bentuk dan dinamika kehidupan dalam masyarakat 
adalah mampu menciptakan kemajuan dan berbagai metode dalam berbagai aspek 
sesuai dengan yang mereka lakukan sehingga mampu mengubah pola, tatanan, 




Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan yang merupakan evolusi dari 
negara di zaman dulu yang hanya sebagai penjaga malam. Konsekuensi dari 
Negara kesejahteraan tersebut adalah negara ikut campur dalam segala bentuk  
aktivitas masyarakat guna menjamin terlaksananya kesejahteraan masyarakat. 
Dalam hal ini peran pemerintah sangat luas dalam hal ikut campur dalam aktivitas 
masyarakat. Ikut campur yang dilakukan oleh aparatur  pemerintah tersebut harus 




                                 
                    
Terjemahnya; 
Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
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 Maksud ayat tersebut menjelaskan dalam hal ini kaum muslimin, terutama 
yang berada di tampuk kekuasaannya, jajaran pemerintahan, dan para pengusaha, 
serta para petani yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam, penting 
memahami bahwa sumber keberkahan hidup ini ada pada keimanan dan 
ketakwaan yang di implementasikan dengan menata diri sebaik mungkin, 
berorientasi maslahat, kemudian menyadari bahwa setiap perilaku serakah dan 
destruktif hanya akan mengundan bencana demi bencana. 
 Jauhilah sifat koruptif, manipulatif, dan menghalalkan segala cara dalam 
kehidupan ini. Bersihkan diri, keluarga dan semua kolega dalam usaha dari riba 
kemudian teruslah berjuan menjalani hidup ini dengan yakin sepenuhnya kepada 
janji Allah swt.  
Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang 
nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa dalam rangka 
peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan 
pelayanan administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar 
teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian 
standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk 
mengatasi permasalahan kependudukan, perlu  dilakukan penyesuaian terhadap 
beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang 
administras kependudukan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Anbiya 
/21:107 yang menegaskan: 




     
      3 
Terjemahnya: 




Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt berfirman, tujuan Tuhan 
menciptakan manusia agar manusia menjadi hamba Tuhan yang patuh kepadanya, 
manusia mejaga hubungan baik dengan Allah, dan dengan sesama manusia serta 
agar manusia menjaga hubungan baik dengan alam sekitar. 
E-KTP salah satu proyek bernilai triliunan rupiah di Indonesia. Namun, proyek 
bernilai triliunan rupiah itu ternyata tidak menghasilkan sistem administrasi yang 
baik dikarenakan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP. Menurut 
presiden Republik Indonesia dalam hal ini  Joko Widodo, masyarakat akan 
mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan administrasi semisal SIM,  
paspor perpajakan dan sebagainya jika anggaran tersebut dimanfaatkan   dengan 
membangun sistem yang baik. 
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau yang lebih dikenal 
dengan istilah E-KTP di Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya maksimal. 
Dikarenakan masalah blangko E-KTP yang sering menuai kontroversi yaitu 
kehabisan blangko E-KTP, kemudian juga akibat minimnya alat percetakan E-
KTP serta kendala jaringan yang sering terganggu ini menjadi kendala utama yang 
di alami oleh  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Discapil) Kabupaten 
Bulukumba. harus diakui, bahwa minimnya alat adalah suatu kendala utama 
hingga mengakibatkan pelayanan belum dapat maksimal sepenuhnya dalam 
pembuatan E-KTP, faktor minimnya alat dan jaringan yang tidak mendukung 
sangat berdampak terhadap efisiensi pelayanan publik dalam proses perekaman E-
KTP kurang lebih 413.229 juta jiwa penduduk di Kabupaten Bulukumba belum 
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maksimal. Oleh karna itu, harapan masyarakat akan  adanya penambahan fasilitas 
alat sesuai kebutuhan  serta pengadaan berbagai kekurangan yang kini menjadi 
problem. Sebab, masyarakat mengakui jika pembuatan E-KTP bagi penduduk 
yang bermutasi dari kabupaten lain, akan membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk proses pembuatan kartu tanda penduduk E-KTP nya.  
Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat berlandaskan pada undang-
undang  nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang 
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi 
pemerintahan itu sendiri. Perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan 
atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, 
mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, 
meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya 
alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 
Selain itu pemberian pelayanan publik diatur dalam Standar Operasional 
Pelayanan (SOP) yang ada disetiap Kabupaten  Bulukumba. 
Penduduk  yang tercatat di Kabupaten Bulukumba diprediksikan sudah 70% yang 
telah melakukan proses perekaman atau pembuatan  E-KTP, namun tidak bisa 
diprediksikan secara spesifik total keseluruhan masyarakat. Di karenakan hampir 
tiap bulan ada masyarakat yang melakukan mutasi atau perpindahan 
kependudukan dari luar kota ke dalam kota dan ataupun sebaliknya. Kemudian 
faktor  jaringan yang sering kali offline maka sering juga Kantor dinas 
kependudukan tidak beropersi sehingga terjadi penumpukan atrian.  Kendala lain 
juga di dinas kependudukan Kabupaten Bulukumba hanya memiliki 2 unit alat 
perekaman E-KTP sedangkan banyak masyarakat yang setiap harinya datang 
untuk melakukan proses perekaman KTP eletronik. 
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E-KTP memiliki keunggulan dibandingkan  dengan KTP sebelumnya berbasis 
nasional, diantaranya yaitu E-KTP terbuat dari bahan PVC/PC, mampu 
menyimpan data dan data dibaca/ditulis dengan pembaca kartu (cardreader). 
Tetapi dalam pelaksanaannya, penggunaan E-KTP terbukti masih memiliki 
kelemahan misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik dipermukaaan E-
KTP. Hal tersebut telah menimbulkan masalah tersendiri bagi sebagian orang. 
Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, E-KTP tidak 
diakui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak 
dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Maka 
pihak pemagang E-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas 
Kependudukan dan catatan sipil untuk meyakinkan dari pihak bank. Sebagaimana 
firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2:282, yang menegaskan:  
                                
                              
                                     
                                    
                              
                              
                             
                              
                              
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                            
                       
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia 
sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
6
 
 Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya menuis itu 
sehinggah al-quran mengajarkan manusia untuk selalu menulis semakin sering 
kita menulis semakin kita pandai. 
Maka dari itu berangkat dari realitas dan penjelasan yang ada, merupakan suatu 
hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat 
judul penelitian, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai 
Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Administrasi Negara (Studi 
Kasus Kabupaten Bulukumba)”. 
 
                                                             
6
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Magfira 
Pustaka, 2006) h.    
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di rumuskan 
beberapa permasalahan, yakni: 
1. Bagaimana proses implementasi E-KTP di Kabupaten Bulukumba. 
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten 
Bulukumba. 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi E-KTP di Kabupaten 
 Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten 
Bulukumba 
D.  Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoretis 
Diharapkan  hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan  
perkembangan  ilmu hukum administrasi negara. Hasil penelitian ini nantinya 
diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan terutama di lingkup pelayanan 
publik, yang bagaimana seharusnya bersikap dalam melayani setiap masyarakat 
tanpa terkecuali. Agar nantinya implementasi pelayanan publik (pembuatan E-
KTP) dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini, kiranya dapat menjadi masukan bagi para pelaksana 
pelayanan publik, untuk lebih meningkatkan kualitas dalam melayani keluhan 
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E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 
1. Fokus Penelitian 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi 
ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib 
Adminiatrasi E-KTP Dalam Lingkup Administrasi Negara (Studi Kasus 
Kabupaten Bulukumba).  
2. Deskripsi fokus 
Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penelitian ini, maka peneliti 
akan memberikan pengertian  dari beberapa kata yang terdapat dalam judul 
tersebut: 
a. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa 
(untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki), 
mempelajari dan suatu pandangan dari segi hukum 
b. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 
penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan 
dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat 
keterangan kependudukan. 
c. Tertip administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja yang 
dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
d. E-KTP adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik 
dalam artian dari segi fisik maupun kegunaannya yang mengunakan 
komputerisasi. 
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e. Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang 
mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara yang 
meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal 
yang berkaitan dengan publik, yang meliputi kebijakan publik, 
manajemen publik, tujuan negara dan etika yang mengatur 
penyelengara negara. 
F. Kajian Pustaka 
Pemnahasan ini membahas tentang “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran 
Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup 
Administrasi Negara (Studi Kasus Kabupaten Bulukumba) “ setelah penulis 
menelusuri berbagai referensi yang dikaitkan dengan penelitian ini penulis 
mengaitkan beberapa buku yaitu:  
1. Hukum administrasi oleh A’an Efendi dan Freddy Poernomo, buku ini 
membahas tentang hukum administrasi negara. 
2. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik oleh Wahyudi 
Kumorotomo, buku ini membahas tentang mewujudkan suatu 
penyelenggaraan melalui pelayanan publik dan dapat memperoleh informasi 
yang  lengkap mengenai aspek dari reformasi pelayanan publik untuk 
mewujudkan praktik governance yang baik. 
3. Reformasi pelayanan publik oleh Lijan poltak sinambela, buku ini 
membahas tentang reformasi pelayanan publik dan menguraikan dengan 
detail keilmuan yang tinggi serta gaya bahasa yang menarikmengenai 
reformasi pelayanan publikbaik secara teori kebijakan yang dihasilkan 
maupun implementasinya dari birikrat dan birokrasi dari dulu sampai 
sekarang. 
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4. Pokok-pokok hukum administrasi negara oleh Sf marbun dan Moh Mahfud 
MD, buku ini membahas tentang pokok-pokok hukum administrasi negara. 
5. Mengenal Hukum oleh Sudikno Mertokusumo, buku ini membahas tentang 
Hukum dan pengantar dalam mempelajari hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
6. Pengantar penelitian hukum oelh soerjono soekanto, buku ini memebahas 
tentang pengantar penelitian hukum yang dapat memberikan tekanan yangg 














     
      11 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Hukum Administrasi Negara 
1. Pengertian hukum Administrasi Negara 
Kata administrasi berasal dari Bahasa latin “administrare” yang berarti 
tomanage, antara lain menjadi “administratio” yang berarti besturing atau 
pemerintahan. Dalam KBBI, administrasi diartikan sebagai; (1) usaha dan 
kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara 
penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan yang 




Hukum administrasi negara merupakan suatu perangkat aturan yang 
memungkinkan administrasi negara melaksanakan fungsinya, yang juga sebagai 
pelindung warga negara terhadap perbuatan tindak administrasi negara dan 
sebagai pelindung administrasi negara itu sendiri.
8
 
a. Peter Leyland dan Gordon Anthony 
Hukum administrasi negara adalah hukum yang terkait dengan kontrol 
terhadap kekuasaan pemerintah. Kenyataannya, hukum administrasi negara 
berkenaan dengan kekuasaan yang berasal dari, atau tugas-tugas yang dibebankan 
oleh peraturan perundang-undangan, the royal prerogatif, dan berbagai bentuk 
peraturan perundang-undangan yang berasal dari Uni Eropa.
9
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Negara-Sumber-Asas-Ruang-Lingkup.Html, Di Akses Pukul 21:10 Wita 
9
A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Jakarta Timur : Sinar 
Grafika,2017), h. 6. 
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b. Rohmat Soemitro 
Hukum administrasi negara adalah seluruh aktifitas pemerintahan yang 
tidak termasuk pengundangan dan peradilan.
10
 
Menurut pengertian di atas dapat di simpulkan hukum administrasi negara 
adalah petaruran hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara 
warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga negara itu 
berfungsi. 
2. Ruang Lingkup Hukum Adminitrasi 
Studi hukum administrasi negara, Prajudi Atmosudirdjo mengemukan 




a. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara.  
b. Hukum tentang organisasi negara. 
c. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang 
bersifat yuridis. 
d. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai 
kepegawaian negara dan keuangan negara. 
e. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi: 
1) Hukum administrasi kepegawaian 
2) Hukum administrasi keuangan 
3) Hukum administrasi materiil 
4) Hukum administrasi perusahaan negara 
                                                             
10
Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta : Liberty 
Yogyakarta, 2011), h. 9. 
11
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), , h.46. 
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f. Hukum tentang peradilan administrasi negara C.J.N Versteden juga 
menyebutkan bahwa secara garis besar hukum administrasi negara meliputi 
bidang-bidang sebagai berikut: 
1) Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan 
kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga Negara 
yang di tegakkan dan di tentukan lebih lanjut oleh pemerintah. 
2) Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat. 
3) Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang di tetapkan oleh 
pemerintah. 
4) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari 
pemerintah, termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka 
pelayanan umum. 
5) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak. 
6) Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga 
negara terhadap pemerintah. 
7) Peraturan-peraturan mengenai yang berkaitan dengan penegakan hukum 
administrasi. 
8) Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih 
tinggi terhadap organ yang lebih rendah. 
9) Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan. 
Dalam membahas ruang lingkup hukum administrasi negara, penulis 
berpendapat bahwa hukum administrasi negara yang mempelajari negara dalam 
keadaan bergerak tentu memiliki ruang lingkup yang sangat luas tidak hanya 
terbatas pada ruang lingkup yang telah disebutkan diatas karena perkembangan 
kehidupan negara dengan berbagai kompleksitas permasalahannya membuat tugas 
dan peran hukum administrasi negara juga menjadi luas. 
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3. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara 
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan 
hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum itu bisa 
dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. 




Aleksander Peczenik membagi sumber hukum menjadi sumber hukum 
dalam arti luas dan sumber hukum dalam arti sempit. Selanjutnya, Alesander 
Peczenik membagi sumber hukum dalam tiga pengartian sebagai berikut.
13
 
a. Istilah sumber hukum merujuk pada fakta-fakta yang menyebabkan norma 
hukum memiliki isi atau muatan tertentu misalnya, pandangan politik dari 
menteri yang bertanggung jawab untuk merancang undang-undang merupakan 
sumber hukum dalam pengertian ini. 
b. Istilah sumber hukum merujuk pada sumber pengetahuan mengenai isi dari 
norma-norma hukum. Akan tetapi, ada banyak sumber pengetahuan, misalnya 
koran, percakapan pribadi, dan lain-lain. 
c. Istilah sumber hukum dapat juga merujuk pada sumber keabsahan/validitas 
norma hukum. Undang-undang adalah sumber hukum dalam pengertian ini. 




a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, 
misalnya kehendak tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. 
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Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta : Liberty 
Yogyakarta, 2011), h. 21 
13
A’an Efendi Dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Jakarta Timur : Sinar 
Grafika,2017), h. 35-36. 
14
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: 
Liberty,1996),h.69. 
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b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang 
sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hokum Romawi, dan lain-lain. 
c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal 
kepada peratutran hukum (penguasa, masyarakat). 
d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, 
undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. 
e. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. 
B. Kewenangan Pemerintah 
wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi 
pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh 
subjek hukum publik di dalam hubungan hukum politik.
15
 
Rene seerden da Frits Stroink menyatakan bahwa ciri utama wewenang 
adalah bahwa wewenang dilaksanakan secara sepihak dan memiliki akibat berlaku 
semua orang. Hal ini yang membedakan dengan hukum privat, di mana dua pihak 
atau lebih menciptakan kewajiban berdasarkan suatu kesepakata, meskipun 
wewenang dilaksanakn sepihak oleh badan atau pejabat pemerintahan, akan tetapi 




C. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan publik yang menjadi focus studi disiplin ilmu administrasi 
publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian 
dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu secara kualitatif 
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misalnya dapat dengan mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan 
publik sebagai tanda ketidak puasan mereka sehari-hari banyak kita lihat. Harus 
diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus 
mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring 
dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu 
sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah 
memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak 
berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.
17
 
Permasalah mengenai pelayanan publik yang di selenggarakan oleh 
organisasi pemerintahan merupakan sesuatu hal yang menarik untuk di 
perdebatkan. Bahwa pelayanan publik selama ini telah menjadi ranah dimana 
negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi langsung dengan pihak non 
pemerintah. Dalam ranah ini telah terjadi pergumulan yang sangat intensif antara 
pemerintah dengan masyarakat, dan baik atau buruknya dalam pelayanan publik  
sangat dirasakan oleh masyarakat. Ini sekaligus membuktikan, jika terjadi 
perubahan signifikan dalam pelayanan publik dengan sendirinya manfaat dapat 
dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan 
praktik good governance dalam pelayanan publik mampu membangkitkan 
dukungan dan kepercayaan masyarakat.
18
 
Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah 
satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka 
melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan 
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menerbitkan E- KTP, kartu keluarga, serta berbagai akta catatan sipil maupun 
pencatatan mutasi dampen gelolaan data penduduk. 
Di daerah tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas sekaligus 
merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh “dinas 
pencatatan sipil, administrasi kependudukan dan keluarga pelayanan publik itu 
sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima/yang berkualitas 
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 
sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan 
bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan 
khususnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) 
belum sepenuhnya berjalan denganbaik dan masih ditemuinya hambatan. 
Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebebasan berfikir,  
perasaaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-
nilai norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah berencana”. 
Sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah,” 
kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, 
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 
peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain manusia 
memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 




Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik 
(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah 
kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya 
diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan adanya fasilitas kesehatan, 
pendidikan, dan lain-lain. 
2. Kualitas Pelayanan Publik 
Secara teoretis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 




a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 
mudah dimengerti; 
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 
dan efektivitas; 
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan, dan harapan masyarakat; 
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 
aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-
lain; 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 
aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 
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3. Standar Operasional Prosedur ( SOP) 
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis 
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, 
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 
Keterangan lebih lengkap mengenai SOP dapat dibaca pada artikel Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP).  SOP merupakan 
urut-urutan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam administasi perkantoran. 
Seluruh SKPD Pemerintah harus memiliki SOP tentang tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing. Unit pelayanan publik pun akan memiliki SOP-nya 
sendiri yang harus dikerjakan dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan. Tatapi 
dari beberapa istilah SP, SPM dan SOP memiliki makna dan arti masing-masing, 
akan tetapi kesamaan mengenai “standar”. Dalam pelaksanaannya, kadang-kadang 
terdapat kekeliruan dalam penyebutan beberapa istilah, yaitu antara Standar 
Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP). Standar Pelayanan merupakan suatu pernyataan mengenai 
kewajiban dan janji yang bisa diberikan oleh unit pelayanan publik kepada 
masyarakat.  
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan  
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 
diperoleh setiap warga secara minimal. Penjelasan mengenai SPM lebih lanjut 
bisa dilihat dalam artikel Standar Pelayanan Minimal sebagai Acuan Pelayanan 
Publik kepada Masyarakat. Istilah SPM mengacu pada Standar Pelayanan paling 
minimal yang mampu diberikan daerah kepada masyarakat dalam pelayanan yang 
bersangkutan dengan urusan wajib daerah. Jadi SPM mencakup seluruh urusan 
wajib pemerintah daerah, bukan hanya dalam suatu unit pelayanan saja. Dengan 
adanya Standar Pelayanan, SPM dan SOP yang telah disusun oleh seluruh lini 
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Pemerintahan, diharapkan seluruh urusan ketatalaksanaan dan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dengan lebih baik sehingga 
citra pemerintah akan semakin bagus dan masyarakat akan semakin sejahtera 
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur Dalam menyusun Standar 
Pelayanan perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:   
i. Sederhana yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, 
mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya 
terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara. 
ii. Konsistensi yaitu Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus 
memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan 
penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. 
iii. Partisipatif yaitu Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkanmasyarakat 
dan pihak terkait untuk membahas bersama danmendapatkan keselarasan atas 
dasar komitmen atau hasil kesepakatan.  
iv. Akuntabel yaitu Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat  
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang 
berkepentingan.  
v. Berkesinambungan yaitu Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai 
perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.  
vi. Transparansi yaitu harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh 
seluruh masyarakat.  
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vii. Keadilan yaitu Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang    
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, 
jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.  
Standar Pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik harus  
mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu:  
1.  Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
penyelenggaraan pelayanan.  
2.  Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam 
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 
administratif.  
3.  Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan 
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.  
4.  Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  
5.  Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan  
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 
masyarakat.  
6.  Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  
7.  Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang 
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan 
fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.  
8.  Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.  
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9.  Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan 
langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung 
pelaksana.  
10.  Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  
11.   Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. 
Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas 
sesuai pembagian dan uraian tugasnya.    
12.   Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan Standar pelayanan.  
13.   Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan 
keragu-raguan.  
14.   Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa 
jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.  
Dalam pelaksanaannya Standar Pelayanan menjadi sebuah acuan bagi para 
pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. 
Selain itu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit 
pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media 
cetak maupun media elektronik sehingga semua masyarakat yang ingin 
mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas mengenai bagaimana 
keadaan pelayanan di tempat tersebut, tentang mekanisme, prosedur, waktu 
pelayanan, biaya, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh unit pelayanan 
publik. Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui 
baik buruknya pelayanan yang diberikan, dan apabila pelayanan tidak sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes 
     
      23 
atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit 
pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut. 
Sebelum mempublikasikan Standar Pelayanan, Penyelenggara pelayanan publik 
juga diwajibkan untuk menyusun Maklumat Pelayanan.  
Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan 
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan. Dengan 
adanya Maklumat Pelayanan ini berarti unit penyelenggara pelayanan publik 
membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam Standar Pelayanan. Dan 
ini memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat apabila unit pelayanan publik 
tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada. 
Dalam pelaksanaannya standar pelayanan menjadi sebuah acuan bagi para 
pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. 
Selain itu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit 
pelayanan publik harus di publikasikan kepada masyarakat, baik melalui media 
cetak maupun media elektronik lainnya sehingga semua masyarakat yang ingin 
mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas mengenai bagaimana 
keadaan pelayanan di tempat tersebut, tentang mekanisme, prosedur, waktu 
pelayanan, biaya, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh unit pelayanan 
publik. Dengan di publikasikannya standar operasional pelayanan, masyarakat 
dapat mengetahui baik buruknya pelayanan yang diberikan, dan apabila pelayanan 
tidak sesuai dengan standar opeasinal pelayanan yang di publikasikan, masyarakat 
berhak untuk komplen atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, 
baik kepada unit pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang 
disediakan unit tersebut. 
Sebelum mempublikasikan standar operasional pelayanan, penyelenggara 
pelayanan publik juga diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan. 
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Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan 
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar operasinal pelayanan. 
Dengan adanya maklumat pelayanan ini berarti unit penyelenggara pelayanan 
publik membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam standar 
operasional pelayanan. Dan ini memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat 
apabila unit pelayanan publik tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar 
operasinal pelayanan yang ada.
21
 
D. Kartu Tanda Penduduk Eletronik (E-KTP) 
1. Dasar Hukum  
Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan 
Pasal 63 ayat (1): 
“penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal 
tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah 
kawin wajib memiliki E- KTP”. 
Keputusan presiden nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk 
Pasal 3: 
“Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh betas) tahun, atau yang kawin, atau 
yang pernah kawin, wajib memiliki kartu tanda penduduk”. 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang  
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan  
Pasal 64 Ayat 1  
“E-KTP mencantumkan gambar Lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah 
negara kesatuan republic Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, 
nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, 
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golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, 
tempat dan tanggal dikeluarkannya E-KTP, dan tanda tanganpemilik E-KTP. 
Pengertian E-KTP 
Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan 
Pasal 1 angka (14): 
“Kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya disingkat E-KTP adalah kartu 
tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi 
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh intansi pelaksana”. 
Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2011 tentang 
perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan 
kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional pasal 1 
ayat (3): 
“KTP berbasis nik, yang selanjutnya disebut E-KTP, adalah KTP  yang memiliki 
spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang 
berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 
”Perbedaan antara KTP dan E-KTP dimana KTP berlaku selama 5 tahun  
sedangkan E-KTP berlaku seumur hidup.
22
 
E. Administrasi Kependudukan 
1. Pengertian Administrasi Kependudukan 
Dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini, Indonesia tentunya 
membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke 
daerah. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah 
kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan 
pengelolaan data informasi kependudukan. 
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Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu 
bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Diantaranya adalah 
saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-
surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita 
akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki surat keterangan 
domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
23
 
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 
kependudukan melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 
tentang administrasi kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan 
administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam 
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, Pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendaya 
gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Yang 
sekarang sudah mengalami revisi menjadi undang-undang nomor 24 tahun 2013. 
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem 
informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap 
tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. 
Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, 
perekaman, pengolahan dan pemuktakiran data hasil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk, 
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dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi 
kependudukan guna perumusan kebijakan pembangunan. 
Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) adalah fasilitas yang 
dibangun di Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan 
perekaman, pengelolaan dan pemuktakiran data hasil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi 
kependudukan. 
Pendaftaran penduduk adalah proses regristrasi penduduk yang meliputi 
pendaftaran biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa kependudukan 
serta penerbitan dukomen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang 
dikeluarkan oleh instansi penyelenggara. 
Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah 
rangkaian proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
termasuk persyaratan, bentuk masukan dan keluaran. Peristiwa kependudukan 
adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa 
implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KTP, KK atau surat keterangan 
kependudukan lainnya, mengenai pindah datang, perubahan alamat. 
Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan peraturan 
pemerintah no. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan uu no. 23 tahun 2006 
menjamin hak seorang/kelompok penganut penghayat kepercayaan terhadap tuhan 
yang maha esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti 
pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen 
kematian yang dijamin dalam UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) 
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no. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan 
catatan sipil. 
Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah dating 
untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status 
orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara 
lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, temasuk 
pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status 
kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh 
seorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi 
perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap 
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk 
dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dangan ketentuan undang 
undang. 
Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama dibidang pencatatan sipil, 
masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan 
diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana 
diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan 
penduduk dan pealayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan 
pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. 
Kondisi tersebut mengakibatkan pendaministrasian kependudukan mengalami 
kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkordinasi dan 
terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam 
suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi inilah 
yang tidak memiliki sistem data base kependudukan yang menunjang pelayanan 
administrasi kependudukan, harus ada suatu sistem administrasi kependudukan 
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yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang professional. 
Seluruh kondisi tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan perlunya 
membentuk undang-undang tentang administrasi kependudukan. undang-undang 
tentang administrasi kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan 
sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang administrasi 
kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah indentitas penduduk Indonesia 
dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri 
seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang administrasi 
kependudukan. sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK 
dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat 
unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai 
penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen 
kependudukan. 
Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata 
penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di 
Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen 
kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan 
sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Pengertian Penduduk 
Secara umum penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah 
geografis suatu negara selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka 
berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap 
Penduduk didefinisikan menjadi dua: 
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a. Yang tinggal di daerah tersebut. 
b. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. 
Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. 
Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. 
Dalam istilah sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati 
wilayah geografi dan ruang tertentu.
24
 
3. Hak Penduduk 
Hak penduduk meliputi: 
25
 
a. Hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Setiap penduduk berhak 
mendapatkan dokumen kependudukannya sebagai penduduk dimana ia 
berdomisili. Di dalam dokumen kependudukan tersebut yang tersirat di dalamnya 
adalah data tentang keadaan dan peristiwa penduduk yang bersangkutan. 
b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran administrasi 
kependudukan. Penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan tanpa 
diskriminasi oleh pemberi pelayanan dalam hal pendaftaran administrasi 
kependudukan. 
c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. Data kependudukan 
yang telah terdaftar dalam dokumen kependudukan harus dilindungi oleh negara 
agar tidak disalah gunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab terhadap 
data pribadi kependudukan tersebut. 
d. Hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. 
Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk yangbersangkutan harus 
ada jaminan kepastian hukumnya oleh Negara. 
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e. Hak untuk memperoleh informasi-informasi mengenai hasil pendaftaran 
kependudukan atas dirinya dan/atau keluarganya. Penduduk yang telah mendaftar 
peristiwa kependudukannya berhak untuk mengetahui hasil pendaftaran yang 
dilakukan. 
f. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat 
kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan 
data pribadi oleh instansi pelaksana. Penduduk berhak untuk menuntut keadilan, 
apabila data kependudukannya salah dipergunakan. 
F. Tertib Administrasi 
Tertib administrasi sangat didambakan oleh semua penyelenggara 
admnistrasi atau administrator karena pekerjaan yang admninistrasi membutuhkan 
ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar yang 
dilayani menjadi puas. Arti dari adminstrasi itu sendiri. Admnistrasi berasal dari 
Bahasa latin: Ad = intensif dan ministrate =melayani, membantu, memenuhi. 
Admnistrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, 
mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. 
Pengertian administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua 
usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil (white 
1958). 
Berdasarkan hal tersebut diatas, admnistrasi ialah proses penyelenggaraan 
kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam 
penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri 
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi 
administrasi adalah penyelenggaraannya, dan manajemen atau orang-orang yang 
menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan 
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kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-bersama (kerjasama) untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tertib admnistrasi kegiatan tata usaha 
kantor (catat mencatat, mengetik, menggadakan, dan sebagainya) dengan tujuan 
pengarsipan berkas agar tidak tumpang tindih sehingga data yang terekam benar-
benar valid dan dapat di pertanggung jawabkan. Penyelenggaraannya diwujudkan 
melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah suatu cara alami untuk mendapatkan dan 
memporoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang 
didapat digunakan sebagai upaya dalam memecahkan masalah, memahami dan 
memecahkan masalah. Maksudnya untuk memperjelas informasi yang 
sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu serta meminimalkan masalah sekaligus 
menghilankan masalah yang ada.  
Secara umum metode penelitian didefenisikan sebagai suatu kegiatan 
ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik 
praktis maupun teorotis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian 
dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus 
direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksebilitasi terhadap 
tempat dan data. 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian 
tersebut akan dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar di 
perhitungkan sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya 
tujuan penelitian itu sendiri, penentuan lokasi yaitu di kabupaten bulukumba yang 
merupakan tempat penelitian dilakukan, hal ini di dasarkan atas beberapa 
pertimbangan antara lain karna biaya, waktu serta letaknya yang strategis dan 
mudah dijangkau oleh peneliti selain itu juga karna daerah tersebut terdapat 
banyak persoalan tertib administrasi di kantor Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. 
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B. Jenis Dan Sumber Data 
 
1. Jenis Data 




a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 
pihak yang terkait dengan penelitian tinjauan yuridis pendaftaran penduduk 
sebagai upaya tertib administrasi E-KTP. 
b) Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur, internet, buku-
buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, koran, majalah 
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a) Sumber penelitian lapangan (Field Research) yaitu mengumpulkan data yang 
dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
penelitian, yaitu pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten 
Bulukumba. 
b) Sumber penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu sumber data yang di 
peroleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan sumber bacaan lainnya 
yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik kepustakaan (Library Research) 
Teknik kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teori dari objek 
kajian. Dengan cara, mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku terkait 
hukum admnistrasi negara, tulisan-tulisan tentang hukum, laporan media cetak, 
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tulisan-tulisan para sarjana, dan perundang-undangan yang relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 
2. Teknik Wawancara (In-depth Interview) 
Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung kepada 
pihak  responden dalam hal ini pihak-pihak yang terkait, yaitu masyarakat, kepala 
dinas dan pegawai khususnya di kantor dinas dan catata sipil Kabupaten 
Bulukumba menyangkut objek penelitian. 
3. Observasi (Field Research) 
Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-
gejala yang diteliti, menjadi salah-satu dari teknik pengumpulan data apabila 
sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, 
serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). 
D.  Instrument Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 
dalam mengumpulkan data.
28
 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu 
aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian 
penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi 
yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau 
kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi 
suatu informasi yang merajuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu 
dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk 
mendapatkan data yang cukup valid dan akurat. Adapun instrumennya sebagai 
berikut : 
1. Alat perekam, sebagai alat untuk wawancara langsung kepada subjek 
penelitian 
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2. Alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen 
3. Pedoman wawancara. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis 
catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan 
pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai 
temuan bagi orang lain.
29
 Analisis data kualitatif dapat melibatkan proses 
pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan 
bersamasama. Pada saat wawancara berlangsung peneliti melakukan analisis 
terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara  
Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data penulis dalam penelitian 
ini menggunakan pendekatan analisis Miles dan Huberman yang menyebutkan 
tiga langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data,dan penarikan 
kesimpulan/ verifikasi.
30
 Ketiga komponen dilakukan bersamaan dengan proses 
pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut 
berinterkasi. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 
membuang informasi atau data yang tidak diperlukan dalam penulisan. 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak perlu dan 
                                                             
29
Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1998), h.183. 
30
Mathew Miles, B. dan Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber 
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mengorganisasikan data tersebut dengan cara sedemikian rupa sehingga 
dapat menarik kesimpulannya. 
Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memeriksa 
kembali data yang telah dikumpulkan. Data yang telah terkumpul dipilih dan 
dikelompokkan berdasarkan kemiripan data berdasarkan konteks atau makna 
yang tercakup di dalamnya serta membuang informasi yang tidak diperlukan 
dalam penulisan. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan 
hasil yang telah diperoleh di lapangan. Pada saat menyelesaikan observasi 
dan wawancara di lapangan, penulis membuat transkip hasil wawancara. 
Kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan berdasarkan kategori-
kategori. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 
Namun kali ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif 
berdasarkan data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara mendalam 
dan observasi di lapangan. 
3. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi  
Setelah melalui dua tahap tersebut, maka dilakukan penarikan 
kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah disajikan tadi disimpulkan 
dan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan lebih 
mudah ditarik melalui skema matriks kemudian diverifikasi dengan cara 
mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sudut pandang dan 
memeriksa pandangan informan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti 
merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh 
Peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah, Kabupaten 
Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 
Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti 
adalah kondisi geografis dan demografis.
31
 
1. Kondisi Geografi 
a. Letak Kabupaten 
Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Kabupten 
Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Mengenai kondisi letak geografis 
Kapubaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi 
Selatan dan berada di 153 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
terletak dibagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba 
berpenduduk 395.560 jiwa dengan luas wilayah kabupaten  1.154,67 km
2
 atau 
2,5% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan 
Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi 
pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut 
lepas. 









28’ BT dengan batas-batas yakni: 
- Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai 
- Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar  
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- Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores 
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng 
Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan dan terbagi kedalam 27 
Kelurahan dan 109 Desa, ke 10 Kecamatan tersebut yaitu: 
1. Kecamatan Ujung Bulu (Ibukota Kabupaten), 
2. Gantarang,  
3. Kindang,  
4. Riau Ale,  
5. Bulukumpa,  
6. Ujung Loe,  
7. Bontobahari,  
8. Bontotiro,  
9. Kajang,  
10. Herlang. 
Tujuh diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan 
pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujung Loe, Bontobahari, 
Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sentra pengembangan pertanian dan 
perkebunan yaitu kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten 
Bulukumba juga mempunyai 6 buah pulau yang terdapat pada wilayah Kecamatan 
Bontobahari 5 buah pulau (Pulau Liukang Loe, Pulau Kambing, Pulau 
Batukasuso, Pulau Batutaha, Pulau Bili) dan Kecamatan Bontotiro 1 buah pulau 
(Pulau Samboang). Dari 6 buah pulau tersebut hanya satu buah pulau yang 
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Tabel 1.  
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bulukumba 
Kecamatan Luas (km
2








 Gantarang 173,51 15,03 21 
Ujungbulu 14,44 1,25 9 
Ujung Loe 144,31 12,5 13 
Bontobahari 108,6 9,4 8 
Bontotiro 78,34 6,78 13 
Herlang 68,79 5,96 8 
Kajang 129,06 11,18 19 
Bulukumpa 171,33 14,84 17 
Rilau Ale 117,53 10,18 15 
Kindang 148,76 12,88 13 
Jumlah 1.154,67 100 136 
Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2018 
b. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 
Kabupaten Bulukmba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82
o
C. 
Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian, tanaman pangan dan tanaman 
perkebunan. Berdasarkan analisis Smith Ferguson (tipe iklim diukur menurut 
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bulan basah dan bulan kering) maka klarifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba 
termasuk iklim lembab atau agak basah.  
Kabupaten Bulukumba berada di bagian timur, musim gadu antara 
Oktober-Maret dan musim rendangan antara April-September. Terdapat 8 buah 
stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa Kecamatan yakni: Stasiun Bettu, 
stasiun Bontonyeleng, Stasiun Kajang, Stasiun Batukaropa, Stasiun Tanah 
Kongkong, stasiun Bontobahari, Stasiun Bulo-Bulo, dan Stasiun herlang. 
Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah Barat Laut dan 
Timur sedangkan pada daerah Tengah memiliki curah hujan sedang dan pada 
bagian Selatan curah hujannya rendah. Adapun data curah hujan sebagai berikut: 
1. Curah hujan antara 800-1.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Ujungbulu, 
sebagian Gantarang, Sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Kecamata 
Bontobahari. 
2. Curah hujan antara 1.000-1.500 mm/tahun meliputi sebagian Kecamatan 
Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian kecamatan Bontotiro. 
3. Curah hujan antara 1.500-2.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, 
sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian 
Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang. 
4. Curah hujan diatas 2.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Rilau Ale, 
Bulukumpa, dan Kecamatan Herlang. 
1. Wilayah Rawa Bencana 
Kawasan rawan banjir ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah 
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Kecamatan Ujung Loe; dan kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan 
Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah 
Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang. 
b. Kawasan Strategis Kabupaten 
Kawasan strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomin ditetapkan di: 
1. Kawasan pengembangan perkantoran water front city di Kecamatan 
Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang. 
2. Kawasan pengembangan manipolitan merupakan kawasan marine 
politan center, terdiri dari: 
a. Kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas budidaya 
perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan 
Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan 
pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut 
Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan 
Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, kawasan 
pesisir dan laut Kecamatan Kajang. 
b. Kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan 
tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan 
dipusatkan di Kecamatan Kajang. 
c. Kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan 
Gantarang. 
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d. Kawasan agrowosata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale. 
e. Kawasan pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Bontobahari, 
kawasan perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan 
Gantarang. 
f. Kawasan Bandar Udara Penumpan di Kecamatan Bontonahari.  
g. Kawasan  ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang. 
c. KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) dengan sudut kepentinggan sosial dan 
budaya ditetapkan dikawasan pembuatan perahu pinisi di Kecamatan 
Bontobahari. 
d. KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) dengan sudut kepentingn lingkungan 
hidup ditetapkan dikawasan danau kahaya di Kecamatan Kindang. 
e. Kawasan pusat pengembangan agropolitan ditetapkan akan dikembangkan 
sebagai kawasan strategi cepat tumbuh 
2. Demografis 
a. Kepadatan Penduduk 
Kepadatan penduduk Bulukumba pada tahun 2018 yaitu rata-rata 379 jiwa 
per km
2
. Kecamatan Ujungbulu mempunyai kepadatan yang tinggi dikarenakan 
sebagai ibukota Kabupaten dan aktivitas yang tinggi dengan jumlah penduduk 
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Tabel 2. 




Luas Jumlah Kepadatan 
(km
2




1 2 3 4 5 
1 Gantarang 173.51 78.587 453 
2 Ujungbulu 14.44 49.639 3.438 
3 Bontobahari 108.60 28.266 260 
4 Bontotiro 78.34 27.697 354 
5 Herlang 68.79 28.433 413 
6 Kajang 129.06 48.084 373 
7 Bulukumpa 171.33 53.938 315 
8 Kindang 148.76 32.660 220 
9 Ujung Loe 144.31 47.073 326 
10 Rilau Ale 117.53 42.832 364 
BULUKUMBA 
2018 1,154.67 437.209 379 
2017 1,154.67 434.104 376 
2016 1,154.67 438.061 379 
2015 1,154.67 410.485 355 
2014 1,154.67 407.775 353 
Sumber: Data Kependudukan Kabupaten Bulukumba, 2018 
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Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin dibawah ini 
disajikan untuk mengetahui jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan tertentu 
pada tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin. 
Tabel 3. 
Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin  





n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) 
730201 Gantarang 38.610 8,83 39.977 9,14 78.587 17,97 
730202 Ujungbulu 24.405 5,58 25.234 5,77 49.639 11,35 
730203 Bontobahari 13.790 3,15 14.476 3,31 28.266 6,47 
730204 Bontotiro 13.306 3,04 14.391 3,29 27.697 6,33 
730205 Herlang 13.719 3,14 14.714 3,37 28.433 6,5 
730206 Kajang 23.461 5,37 24.623 5,63 48.084 11 
730207 Bulukumpa 26.585 6,08 27.353 6,26 53.938 2,34 
730208 Kindang 16.299 3,37 16.361 3,74 32.660 7,47 
730209 Ujung Loe 23.076 5,28 23.997 5,49 47.073 10,77 
730210 Rilau Ale 20.880 4,78 21.952 5,02 42.832 9,8 
7302 Kab. Bulukumba 214.131 48,98 223.078 51,02 437.209 100 
Sumber: Data Kependudukan Kab. Bulukumba Semester II Tahun 2018 
Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Bulukumba terdiri dari 214.131 jiwa 
laki-laki dan 223.078 jiwa perempuan. Urutan 5 besar Kecamatan dengan 
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penduduk terbesar yaitu Gantarang 78.587 jiwa, Bulukumpa 53.938 jiwa, 
Ujungbulu 49.639 jiwa, Kajang 48.084 jiwa dan Ujung Loe 47.037 jiwa.    
b. Pertumbuhan Ekonomi 
Perekonomian Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan peningkatan 
walaupun perkembangannya belum optimal. Berbagai program yang telah 
dilaksanakan mampu memberikan hasil yang cukup baik, hal ini ditandai dengan 
pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba. 
Tabel 4. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku dan 
Harga Konstan Tahun 2004-2018 
TAHUN 
HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN 
Jumlah Pertumbuhan  Jumlah Pertumbuhan 
(juta Rp) (%) (juta Rp) (%) 
2014 8.374,05 16,51 6.413,70 8,53 
2015 9.568,40 14,26 6.774,32 5,62 
2016 10.820,01 13,08 7.234,36 6,79 
2017 12.174,86 12,52 7.734,71 6,91 
RATA-RATA 14,29   7,12 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba 2018 
Dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan perekonomian 
Kabupaten Bulukumba bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2017 tumbuh sebesar 
6,91% dengan rata-rata tingkat pertumbuhan untuk harga berlaku sebesar 14,29% 
dan harga kostan sebesar 7,12%.  
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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk 
melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan 
ekonomi dihitung sesuai pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstantahun yang 
bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang 
sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua 
lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurung waktu 
satu tahun.  
3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik 
kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penanggung jawab 
penuh terhadap semua yang ada di kantor Disdukcapil tersebut. Pelaksanaan 
tugas-tugas kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 
sekretaris dan seluruh jajarannya beserta operator lainnya. 
Tabel 5. 
Struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Bulukumba 
NO NAMA JABATA 
1 Dra. A. Mulyati Nur, M. Pd Kepala Dinas 
2 Awaluddin Amir, S. STP Sekertaris 
3 Muh. Haedar, SE Sub Bagian Program dan Pelaporan 
4 Hj. Hapsah, S, Sos. MAP Sub Bagian Umum  dan Kepengawaian 
5 A. Afriadi, SH. MH Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
6 Ambo Rappe, S.Pd., M. Pd Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
7 Awaluddin, S. STP Bidang Pengelolaan 
Informasi dan 
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Kependudukan 
 
8 H. A. Sukmawati, S.Sos., MAP Bidang Pemanfaatan 
Data Dan Informasi 
Pelayanan 
 
9 Muh. Nawir, SE., MM Seksi Identitas 
Penduduk 
 
10 Hartati, SE Seksi Pindah Datang 
Penduduk 
 
11 Endang Muliani, S.Sos Seksi Inovasi Pelayanan 
12 Hasminah, SE Seksi Tata Kelola Sdm, 
Teknologi, Informasi Dan 
Komunikasi 
 




14 Nurwina, SE., MM Seksi Pemanfaatan Data 
15 Muh. Asry, SE Seksi Pendataan 
Penduduk 
 
16 A. Syamsul Alam, S.Sos SEKSI Kelahiran 
17 A. Agustina, S.Sos Seksi Perkawinan Dan 
Perceraian 
 
18 Agus Salim Kahrir, S.Sos Seksi Informasi Administrasi 
Kependudukan 
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19 Suharti, SE., M. Si Seksi Pengelolaan Dan 
Penyajian Data Kependudukan 
 
20 Muh. Suhail M, SE Staf 
21 Hj. St. Rahmatiah, S.Pd.,M.Si Staf 
22 Muhlif, SE Staf 
23 Hj. Dewi Suryani Razak Staf 
24 Hendra Kamar, SE Staf 
25 A.Rima Putri Ningsi, S.Sos Staf 
26 Hj. Narmin, S.Sos Staf 
27 Aristina, SE Staf 
28 Kariyati, S.Sos Staf 
29 Ismayani, SE Staf 
30 Kiki Sartika Aryani, S.Sos Staf 
31 Nukman Wahid, S.I.Kom Staf 
32 Andi Hikmawati Staf 
33 Rosmiati, S.Sos Staf 
4. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bulukumba 
A. Visi: 
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan 
administrasi kependudukan dan akta catatan sipil guna mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah. 
B. Misi: 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. 
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2. Meningkatkan pelayanan adinistrasi kependudukan. 
3. Meningkatkan pelayanan akta catatan sipil. 
4. Mewujudkan semua anak di Kabupaten Bulukumb berakta kelahiran 
C. Wilayah Kerja 
Wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup 10 
Kecamatan yaitu: 
1. Kecamatan Ujung Bulu (Ibukota Kabupaten), 
2. Gantarang,  
3. Kindang,  
4. Riau Ale,  
5. Bulukumpa,  
6. Ujung Loe,  
7. Bontobahari,  
8. Bontotiro,  
9. Kajang,  
10. Herlang. 
B.  Proses implementasi E-KTP di Kabupaten Bulukumba  
Tabel 6. 
Grafik Pembuatan E-KTP 
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32
 
 Berdasarkan grafik laporan pelaksanaan  perekaman pencetakan  E-KTP 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba diatas mulai 
dari bulan januari sampai september 2019 menjelaskan bahwa pada bulan 
Januari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba 
menerima permintaan pembuatan E-KTP sebanyak 530 keping, setelah 
memasuki bulan Februari terjadi peningkatan drastis sebanyak 3.644 keping 
dikarnakan pada saat itu adalah menjelang moment pemilihan serentak yakni 
pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif  berpuncak pada bulan Maret 
mencapai 10.368 keping dan mulai menurun pada bulan April sebanyak 5.672 
keping, namun pada bulan Mei mengalami penurunan drastis yaitu sebanyak 
167 kepin, pada bulan Juni mengalami peningkaatan sebanyak 411 keping, 
memasuki bulan Juli turun kembali sebnyak 278 keping, kemudian pada bulan 
Agustus meningkat sebanyak 326 keping dan pada bulan September juga 
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Sumber data diolah berdasarkan hasil Laporan Pelaksanaan  Perekamandan Pencetakan 























Grafik Pembuatan E-KTP Dalam Bentuk Kepingan Priode 
Januari 2019 – Juni 2019 
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mengalami peningkatan sebanyak 952 keping, jumlah perekaman E-KTP pada 




 Implementasi E-KTP di Kabupaten Bulukumba masalah utamanya adalah 
sering kali tidak tersedianya blangko E-KTP dari pusat dan faktor jaringan 
yang sering ofline, tidak tersedianya blangko ini menjadi masalah serius dalam 
pelaksanaan E-KTP  dimana implementasi pendaftara penduduk di Kabupaten 
Bulukumba sebagai upaya tertib administrasi mengalami hambatan bukan 
hanya di Kabupaten Bulukumba yang mengalami hambatan serupa, termasuk 
semua kabupaten di seluruh Indonesia mungkin di karenakan dugaan kasus 
korupsi proyek penggadaan E-KTP berpengaruh dengan tidak tersedianya 
blangko dan pelaksanaan sistem E-KTP tidak berjalan sebagimana mestinya. 
Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 87 B Undang-undang no 24 tahun 2013 
tentang administrasi kependudukan yang di dalamnya menyebutkan bahwa 
penyediaan pendanaan  penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi 
kependudukan di anggarkan mulai anggaran pendapatan belanja negara 
perubahan tahun aggaran 2014.  
Dari hasil wawancara dengan A. Mulyati Nur.,M.Pd Selaku kepala 




“Melihat saat ini implementasi pendaftaran penduduk di Kabupaten 
Bulukumba ini mengalami hambatan yaitu masalah tidak tersedianya Blanko 
E-KTP. Sehingga masyarakat tidak memperoleh E-KTP dalam bentuk 
kepingan. Saya bisa perkirakan mulai dari bulan November 2016 sampai saat 
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Sumber data diolah berdasarkan hasil Laporan Pelaksanaan  Perekaman dan Pencetakan 
E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Tanggal 30 Sebtember 
Tahun 2019. 
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ini Blanko tidak tersedia, sementara ini masyarakat hanya memakai Surat 




Dari hasil wawancara dengan Awaluddin Amir.,S.STP Selaku 
Sekertaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba 
Menyatakan : 
“upaya implementasi mengalami masalah dalam penerapan pelaksanaannya 




Dari hasil wawancara dengan Ambo Rappe.,S.Pd.,M.Pd Selaku 
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Menyatakan : 
“implementasi akan berjalan lancar jika Sumber-sumber yang di butuhkan 
seperti personil,bahan-bahan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran 
dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi, serta rencana-rencana dan 
desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan 
kegiatan-kegiatan agar dapat  menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas 
untuk mengatasi beban kerja.”
37
 
Dari hasil wawancara dengan Muhammad Nawir.,S.E.,M.M Selaku 
Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bulukumba Menyatakan : 
“Upaya implementasi E-KTP secara maksimal telah kami laksanakan sebaik 
mungkin, bahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sering kali 
turun ke Kecamatan untuk melakukan perekaman E-KTP kepada masyarakat 
yang belum melakukan perekaman. Upaya ini kami laksanakan agar 
masyarakat sadar akan pentingnya E-KTP untuk dimiliki setiap individu.”
38
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Wawancara pada hari  selasa tanggal 22 oktober pukul 10:00 wita 
36
Wawancara pada hari  selasa tanggal 22 oktober pukul 13:00 wita 
37
Wawancara pada hari  rabu tanggal 23 oktober pukul 11:00 wita 
38
Wawancara pada hari  rabu tanggal 23 oktober pukul 12:30 wita 
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Dari hasil wawancara dengan Andi Afriadi.,S.H.,M.H Selaku Kepala 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Menyatakan : 
 “Melihat implementasi pendaftaran penduduk di Kabupaten Bulukumba saat 
ini mengalami hambatan yaitu masalah tidak tersedianya belangko E-KTP 
sehinggah masyarakat tidak bisa memperoleh E-KTP dalam bentuk kepingan. 
Keterbatasan blangko ini membuat pelayanan tidak maksimal  sehingga banyak 
keluhan dari masyarakat yang kami  terima, maka dari itu kami dari pihak 




Adapun beberapa masyarakat yang diwawancarai penulis yang membahas 
pelaksanaan E-KTP sebagai berikut:  
Dari hasil wawancara dengan M.Yusuf Selaku Warga Kecamatan 
Gattarang Kabupaten Bulukumba menyatakan: 
 “ saya beranggapan bahwa pembuatan E-KTP saat ini beda dari yang 
sebelumnya karna harus melalui beberapa tahapan  itupun saya hanya 




Dari hasil wawancara dengan hermansyah selaku warga Kecamatan 
Kajang menyatakan :  
 “saya sebenarnya sudah punya KTP tapi saya pindah dominsili dari 
Kecamatan Kajang ke Kecamatan Herlang makanya harus membuat KTP 
ulang  tapi sekarang saya hanya dapat suket jadi susah dibawah kemana-
mana tidak seperti KTP bisa dimasukkan kedalam dompet itupun mudah 
rusak dan hanya berlaku 6 bulan, sebenanya saya sangat kecewa karna 




Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 
masyarakat tidak puas dengan keterbasan blanko yang disediakan oleh 
                                                             
39
Wawancara pada hari  kamis tanggal 24 oktober pukul 10:00 wita 
40
Wawancara pada hari  kamis tanggal 24 oktober pukul 11:30 wita 
41
Wawancara pada hari  kamis tanggal 24 oktober pukul 12:00 wita 
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pihak pelayanan pencatatan sipil Kabupaten Bulukumba, bahkan 
masyarakat merasa dirugikan dari segi waktu dan kondisi.  
Pelaksanaan E-KTP belum dilaksanakan sebagaimana mestinya 
masyarakat seharusnya memiliki E-KTP sebagai kelengkapan data diri 
masing-masing  individu sebagaimana dijelaskan pada peraturan daerah 
Kabupaten Bulukumba nomor 1 tahun 2013 tentang administrasi 
kependudukan, setiap penduduk berhak untuk memperoleh dokument 
kependudukan serta memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftar 
penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan 
dokument tetapi pengadaan E-KTP terkendala dan saat ini masyarakat 
hanya memakai surat keterangan sementara (suket) yang berlaku selama 6 
bulan setelah kepengurusan. 
Maka saat ini Kabupaten Bulukumba mengalami kegagalan 
implementasi pendaftaran kependudukan yang dimana ada faktor penentu 
tidak berhasilnya suatu proses implementasi yaitu faktor sarana atau 
fasilitas yang menyankut kecukupan infut kebijakan (terutama anggaran 
suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau suatu 
tanpa angaran yang memadai dalam bahasa wildavsky (1979). Besarnya 
anggaran yang di alokasikan suatu kebijakan atau program menunjukan 
seberapa besar polical  will pemerintah terhadap persoalan yang akan 
dipecahkan oleh kebijaan tersebut. 
Besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proxi untuk melihat 
seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut 
menghadapi masalah yang demikian ini maka unsur profesionalisme 
(konpetisi untuk melaksanakan tugas dan funsinya secara baik dan benar) 
merupakan hal yang mutlak profesionalisme berkaitan erat dengan 
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pelayanan.
42
 Dari dugaan kasus yang terjadi saat ini anggaran sebesar RP 
5,9 triliun tersebut tidak tersalurkan dengan baik atau sebagaimana 
mestinya.  
Terlepas semua itu maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bulukumba membuat E-KTP sementara bagi masyarakat yang 
membutuhkan E-KTPnya. Sementara berwujud selembaran kertas yang 
bertuliskan perekaman yang dimana di dalamnya berisikan data diri 
seseorang tertera tanda tangan pemilik disertakan dengan pas foto pemilik 
dengan kode QR yang terdapat tepat di bawah foto dilengkapi tanda 
tangna kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bulukumba yang dimana surat tersebut memiliki masa berlaku  selama 6 
bulan yang dimana sistem awalnya penerapan E-KTP belum terlaksana 
juga. Dalam lingkup ini untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan 
dilapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditepatkan yaitu peraturan 
daerah Kabupaten Bulukumba nomor 1 tahun 2013 tentang administrasi 
kependudukan. Maka penulis melakukan wawancara bahwa adanya 
masalah mengenai pelaksanaan E-KTP.  
 Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini 
pelaksaan pendaftaran atau implementasi kependuduk berdasarkan peraturan 
daerah Kabupaten Bulukumba no 1 tahun 2013 tentang administrasi 
kependudukan. mengalami masalah dalam pelaksanaannya di karenakan 
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Erwin Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulastiyati, Imflentasi Kebijakan Publik Konsep 
dan Apikasinya di Indonesia. Gava Media : Yokyakarta. 
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C. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan E-KTP Di Kabupaten Bulukumba. 
Dari hasil wawancara dengan A. Mulyati Nur.,M.Pd Selaku kepala 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba 
Menyatakan : 
“Pendistribusian Surat Panggilan Salah satu faktor penghambat pada Kantor 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah 
lambannya pihak  Aparatur Desa dan Kecamatan dalam menyebarkan surat 
panggilan perekaman E-KTP kepada masyarakat setempat. Selain itu masih 
adanya sebagian warga yang belum mendapatkan surat panggilan perekaman 
e-KTP, hal ini dikarenakan data kependudukan sebagian masyarakat 
Kabupaten Bulukumba belum masuk ke database Pusat.”
43
 
Dari hasil wawancara dengan Awaluddin Amir.,S.STP Selaku 
Sekertaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba 
Menyatakan : 
“Ketidak jelasan Waktu Penyelesaian Pengadaan blangko dan pencetakan E-
KTP yang harus dilakukan di Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam 
Negeri membuat proses pelayanan menjadi lambat dan memerlukan waktu 
yang lama, belum lagi  bila terjadi kesalahan data perekaman sehingga data 
yang salah harus diperbaiki dan dikirim ulang ke Pusat untuk dicetak. 
Sehingga masyarakat harus menunggu penyelesaian pencetakan E-KTP yang 
tidak jelas kapan waktunya.”
44
 
Dari hasil wawancara dengan Ambo Rappe.,S.Pd.,M.Pd Selaku 
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Menyatakan : 
“Ketidak jelasan waktu penyelesaian yang dikarenakan pengadaan blangko 
dan pencetakan E-KTP dilakukan di Pusat. Sehingga pihak Disdukcapil 




                                                             
43Wawancara pada hari  selasa tanggal 22 oktober pukul 10:00 wita 
44
Wawancara pada hari  selasa tanggal 22 oktober pukul 13:00 wita 
45
 Wawancara pada hari  rabu tanggal 23 oktober pukul 11:00 wita 
     
      58 
Dari hasil wawancara dengan Muhammad Nawir.,S.E.,M.M Selaku 
Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bulukumba Menyatakan : 
“Partisipasi masyarakat dalam penerapan E-KTP di Kabupaten Bulukumba  
dikatakan masih kurang.  Hal ini mengakibatkan target penyelesaian E-KTP 
di Kabupaten Bulukumba tidak tepat waktu dan waktu penyelesaianya tidak 
sesuai target yang diinginkan oleh Pemerintah.”
46
 
Dari hasil wawancara dengan Andi Afriadi.,S.H.,M.H Selaku Kepala 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Menyatakan : 
“Sebagian Warga Yang Ingin Membuat E-Ktp terkadang mendesak Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat segera di cetakkan E-KTPnya, 
padahal kami dari pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bulukumba  terbatas dalam hal ketersediaan  blanko dari pusat 
Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pentingnya 




Dari hasil wawancara dengan M.Yusuf Selaku Warga Kecamatan 
Gattarang Kabupaten Bulumba menyatakan: 
Proses pengurusan E-KTP saat ini sangat rumit karna harus melalui tahapan-
tahapan di luar ruangan sebagai langkah awal untuk proses administrasi yaitu 
harus mengambil nomor antrian dan harus di foto terlebih dahulu untuk bisa 
mendapat nomor antrian dan setelah itu baru boleh masuk ruangan untuk 
menunggu giliran nomor antrian di sebut itupun antriannya sangat banyak dan 
prosesnya juga lama baru bisa di ambil hasilnya.”
48
 
Dari hasil wawancara dengan hermansyah selaku warga Kecamatan 
Kajang menyatakan :  
                                                             
46
Wawancara pada hari  rabu tanggal 23 oktober pukul 12:30 wita 
47
 Wawancara pada hari  kamis tanggal 24 oktober pukul 10:00 wita 
48
 Wawancara pada hari  kamis tanggal 24 oktober pukul 11:30 wita 
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“Kendalan pada proses perekaman E-KTP di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah kurang tersedianya blangko 
E-KTP sehingga masyarakat hanya di berikan surat keterangan perekaman 
(suket) yang berbentuk selembaran kertas dan hanya berlaku selama 6 bulan 




Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 
kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukumba memiliki 
beberapa kendala yang menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya yaitu 
kendala dari segi kurangnya sarana atau fasilitas pendukung untuk melakukan 
perekaman E-KTP selain itu faktor jaringan juga sering kali mempengaruhi 
sistem kerja yang berjalan untuk melakukan perekaman, kemudian masalah 
paling utama adalah kurang ketersediaannya blangko di Kabupaten karna 
blangko masih di buat oleh pusat yang kemudian di hibahkan ke 
Kabupaten/kota namun jumlah yang di hibahkan dari pusat ke Kabupaten 
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 Wawancara pada hari  kamis tanggal 24 oktober pukul 12:00 wita 
     




A. Kesimpulan  
Berdasarkan pendahuluan kajian pustaka dan pengelolahan data serta 
pembahasan yang telelah dilakukan pada bab terdahulu maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses implementasi E-KTP di Kabupaten Bulukumba sejauh ini pelaksaan 
pendaftaran penduduk berdasarkan peraturan daerah mengalami masalah dalam 
penerapan pelaksanaannya di karenakan tidak tersedianya blangko sebagai 
pelengkap dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Bulukumba no 1 tahun 2013 
tentang administrasi kependudukan. 
2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan E-KTP Di Kabupaten Bulukumba terjadi 
beberapa kendala yang menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya yaitu 
kendala dari segi kurangnya sarana atau fasilitas pendukung untuk melakukan 
perekaman E-KTP selain itu faktor jaringan juga sering kali mempengaruhi 
sistem kerja yang berjalan untuk melakukan perekaman, kemudian masalah 
paling utama adalah kurang ketersediaannya blangko di Kabupaten karna 
blangko masih di buat oleh pusat yang kemudian di hibahkan ke 
Kabupaten/kota namun jumlah yang di hibahkan dari pusat ke Kabupaten tidak 
pernah mencukupi. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan 
terkait Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertip Administrasi E-KTP Dalam 
Lingkup Administrasi Negara adalah sebagai berikut: 
     
      61 
1.  Bagi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 
Sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan identitas 
kependudukan bagi masyarakat harusnya mengupayakan ketersediaan blanko 
E-KTP yang mencukupi agar proses impelementasi E-KTP tidak terhambat dan 
menyediakan fasilitas yang memandai untuk menunjang kinerja proses 
implementasi E-KTP. 
2. Bagi masyarakat 
Sebagai masyarakat yang wajib memiliki E-KTP seharusnya sadar akan 
pentingnya Kartu tanda penduduk dan lebih bersabar dalam menunggu 
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